DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, PEMUDA DAN
OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN

NASIONAL)
Tahun Sidang . 2024-2025
Masa Persidangan ke- : | (satu)
Sifat Rapat . Terbuka
Jenis Rapat . Rapat Kerja
Dengan :  Mendikbudristek RI
Hari/Tanggal . Rabu, 11 September 2024
Pukul : 10.00 WIB — Selesai
Tempat . Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat . Syaiful Huda/Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat : Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR Rl
Acara : 1. Penyampaian Laporan Panja Pembiayaan Pendidikan.

2. Pembahasan Penyesuaian RKA K/L dan RKP TA
2024 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR

RI.
Hadir Komisi X DPR Rl : 33 dari 54 Anggota Komisi X DPR Rl
Hadir Pemerintah : Nadiem Anwar Makarim (Menteri Pendidikan,

Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI) beserta jajaran.

. PENDAHULUAN
Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.50 WIB oleh Syaiful
Huda/Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan
dalam pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat
dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari
Mendikbudristek RI serta menampung pertanyaan dan saran dari anggota Komisi X
DPR RI. .

Il. KESIMPULAN/KEPUTUSAN
1. Terkait laporan Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI yang telah
disampaikan dalam rapat Kerja hari ini, Komisi X DPR RI Mendesak

Mendikbudristek RI untuk:

a. Menindaklanjuti dan menyampaikan laporan tindak lanjutnya kepada Komisi
X DPR RI secara berkala; dan



b. Menyampaikan dan mengoordinasikan hasil panja Pembiayaan Pendidikan
kepada K/L terkait sebagai upaya tindak lanjut rekomendasi Panja.

2. Berdasarkan Pasal 98 ayat (2) huruf ¢ dan huruf f UU No.42 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD,
dan berdasarkan Surat Ketua Badan Anggaran DPR Rl Nomor
B/11277/AG.05.02/09/2024 tertanggal 10 September 2024 perihal Penyampaian
Hasil Pembahasan RUU APBN TA 2025, Komisi X DPR RI menyetujui pagu
definitif Kemendikbudristek RI TA 2025 sebesar Rp93.600.821.056.000,-
(sembilan puluh tiga triliun enam ratus miliar delapan ratus dua puluh satu juta
lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian per program, per unit utama, per
sumber dana, dan per jenis belanja, sebagai berikut:

Per Program (dalam ribu rupiah)

Program

Pagu Definitif

TA 2025

PAUD dan Waijib Belajar 12 Tahun

12.228.260.216

Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

1.878.306.713

Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 16.674.208.239
Pendidikan Tinggi 37.609.207.755
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 5.007.314.146
Dukungan Manajemen 20.203.523.987

Total

93.600.821.056

Per Unit Utama

(dalam ribu rupiah)

Pagu Definitif

Unit Kerja TA 2025
Sekretariat Jenderal 42.758.390.770
Inspektorat Jenderal 188.810.282
Ditien PAUD, Dikdas, dan Dikmen 4.631.807.864
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan 935.716.704
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 595.197.362
Ditien Kebudayaan 2.298.942.739

Ditjen Guru dan Tendik -

3.671.394.281

Ditien Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

31.008.761.550

Ditjen Pendidikan Vokasi

7.511.799.504

Total

93.600.821.056




Per Sumber Dana (dalam ribu rupiah)

Pagu Definitif
Sumber Dana TA 2025
Rupiah Murni (RM) 82.297.483.240
Rupiah Murni Pendamping (RMP) 11.610.000
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 1.220.693.747
Badan Layanan Umum (BLU) 7.805.593.966
Pinjaman Luar Negeri (PLN) 688.936.221
Hibah Luar Negeri (HLN) 37.472.011
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 1.539.031.871
Total 93.600.821.056
Per Jenis Belanja (dalam ribu rupiah)
. . Pagu Definitif
Jenis Belanja TA 2025
Belanja Modal 3.653.492.446
Belanja Barang 36.750.341.191
Belanja Pegawai 28.896.854.365
Belanja Bantuan Sosial 24.300.133.054
Total 93.600.821.056

3. Terhadap penambahan pagu Kemendikbudristek Rl pada RAPBN TA 2025
sebesar Rp10.413.000.000.000,- (sepuluh trilliun empat ratus tiga belas miliar
rupiah), Komisi X DPR Rl mendorong Kemendikbudristek RI untuk
menyampaikan rincian penyesuaian program, fungsi, dan jenis belanja pada
setiap unit utama, paling lambat tanggal 17 September 2024.

4. Komisi X DPR RI dan Kemendikbudristek Rl sepakat bahwa program strategis
nasional dan program yang bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat, akan
dilaksanakan oleh Kemendikbudristek RI dengan memperhatikan saran,
pandangan, dan usulan anggota Komisi X DPR RI selama pembahasan RAPBN
TA 2025 yang telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Dalam rangka pengawasan sesuai Pasal 227 ayat (3) UU No.42 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas UU No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD, Komisi X DPR RI meminta Kemendikbudristek Rl untuk menyampaikan
bahan tertulis mengenai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2025
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah UU Tentang APBN TA 2025 ditetapkan
di Rapat Paripurna DPR RI.



lll. PENUTUP
Rapat ditutup pukul 12.10 WIB

MEN TERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI RI Ketua,

TTD TTD

Nadiem Anwar Makarim H. Syaiful Huda





